WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR4ZTAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGUR
ANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Magelan
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah darg1
Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat 8 s Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nom0r 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2904 tentan.g
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indor\es!a
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

¢ 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Negara Republik Indonesia
n Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomo
dan Retribusi Daerah (Lembaran

Tahun 2009 Nomor 130, Tambaha
Indonesia Nomor 5049);




6. Peraturan  Pemerint

ah No
Pembagian mor 38

Pemerintahan

Tahun 2007 tentang
Antara  Pemerintah,

ran N ; 5
2007 Nomor- 82, Tamb €8ara Republik Indonesia Tahun

ahan .
Indomnesis N0m0r4737); Lembaran Negara Republik

embaran Daerah Kota Magelang Tahun
2008 Nomor 2); seeang Tehe

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah
(Lembaran Qaerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2010 Nomor );

r

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Walikota adalah Walikota Magelang. _ o
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sela’njutgya d:f'nss:
DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daera

Magelang.
3 Kepala DPPKD adalah Kepala DPPKD Kota Magelang. | R
% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yane ;elanju;r:‘ya Ising )
angunan.
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bang
5.

gunan adalah perbuatan atau peristiwa

erolehan Hak atas Tanah by o hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh

hukum yang mengakibatkan diperolehnya

orang pribadi atau Badan. _—
Y atas Tanah dan/atau Bangunan adalah h?rly(a::ajir:aalrsaué dalam Undang-
Pengelolaan, beserta bangunan di atasny sebagal

n.
Undang di bidang pertanahan dar banguna

dapat dikenakan pajak.
Subjek Pajak adalah orang pribadiatat Badan yang dap
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i Pajak adalah orang pribagj atay

Wa :
B pajakr dan pemungut pajak, yang mem
dengan ketentuan peraturan perunda

Badan, melipyti
! Iputi ‘
PUNYai hak ggn kpembayar pajak, pemotong

ewajiban ' '
ey perpajakan sesua
8-undangan Perpajakan daerah.j -

; idak :
ekonomis; Mempunyai kemampuan secara

9. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak bar :
telah menguasai tanah dan/atay bangunan let;li selain Hak Pengelolaan dan

. : h dari 20 (d
yang dibuktikan dengan surat pernyataan Waiib Paiak da(n uka tDuluh) tahun‘
pPejabat yang berwenang; eterangan dari

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak
atas tanah dan/ata
bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta RL/JmalrJa

sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan
dibayar secara angsuran;

4, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :

1. ‘Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah
yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum;

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak
harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan
kebijaksanaan pemerintah;

eroleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak

emula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab

h longsor, gempa bumi, gunung meletus,
ka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

4. Wajib Pajak yang memp
berfungsi lagi seperti s
lainnya seperti kebakaran, banjir, tana
dan huru-hara yang terjadi dalam jang
penandatanganan akta; .

5. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil P(PNSS_).naT:n;::Sa
Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik indonesia (PQLF:;)./d e(;]aj: : an,
Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang

: -y
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah;

i blik Indonesia (KORPRI) yang
5. Wajib  Paj dan Korps Pegawai Repu
mejmpef;j:; h:i atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan

Perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
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; waiib pajak Badan anak Perusaha
" qari memperoleh hak atas tap

- ba ‘
perusahaan induknya selaky Pemegang saham tunng;nan Yalrig ber.asal dar!
pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan t 883l sebagai kelanjutan dari

perusahaan Asuransi dan Pernsahaan REaswansientang Kesehatan Keuangan
tanah dan/atau bangunan yang digunakan unt.
Pendidikan yang seméta—mata tidak untuk mencari keunty ' -

panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piaty, sekolahngan ant_ara la'.n l.mmk
mencari keuntungan, rumah sakit swagts mili e

kK institusi i
nasyarakat. tusi pelayanan sosial

an dari perysq
ah dan/atay

Pasal 3

gesarny? pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai
perikut :

a

(1)

(3)

(1)

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angkas;

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka
1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 8, dan huruf c;

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, huruf b angka 3, dan angka
7,

sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 6.

Pasal 4

Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebesar perhitungan
setelah pengurangan.

Wajib Pajak sebégaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajuka'n pekrmohinar;
pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dz;lamBjang aa‘”a tu
(tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
erolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diajukan

nesia dengan disertai alasan yang jelas, ditujukan
olaan Keuangan Daerah Kota

Permohonan pengurangan Bea P
secara tertulis dalam bahasa Indo l
kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Penge
Magelang.

pasal 5

olaan Keuangan Daerah Kota Magelang

Kepala Dinas Pendapatan dan pengel urangan Bea Perolehan Hak

jan Peng
berwenang memberikan Keputusan Pember

S S T D a2 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

menelaah, mengkaji dan meneliti
h Wajib Pajak berdasarkan ketentuan-

Sebelum memberikan Keputusan. Kepals
Keuangan Daerah Kota Mage'a_”.g har(l)lle
Permohonan pengurangan yang diajukan
ketentuan yang berlaku.



e

palam jangka waktu 3 {(bula
(3) pengurangan oleh Wajib Paja
Keuangan Daerah Kota Magelap,

n) sejak diteriman
K, Kepala Dinas p
8 harus Mmemberikan Keputusan
(eputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelol .
() erupa menolak atau menerima.

ppabila dalam jangka waktu 3 (tig,)

bulan  sejak diter
, imanya permohonan
(5 pengurangan K':apala Dbma.s Pendapatan dan Pengelolaan Keuangyan FIgaerah Kota
Magelang tidak mem erikan kEpUtUSBﬂ, maka Permohonan pengurangan Bea
perolehan Hak atas Tanah dan Bangyna dianggap dikabylkan
Pasal 6
seraturan Walikota ini berlaku pada tangga 1 Januari 2011,
. .

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
:§ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tangghl 5t i vt v

A MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pit

/ 2
2010 NOMOR 4
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN

Ya pengajuan permohonan
®ndapatan dan pengelolaan

Pengundangan Peraturan Walikota ini



